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_PEHKEMBANGAN PERATUEAN PERUNDANG-
.  UNDANGAN PMA
: p Peratu ran Pemermtah gem‘ang

- _Within.the framework of acceieraz‘mg z‘he promof:on ano’ expan-

's;on ofeconomic activities and national development in general,
..Jmeasures are needed to further foster a secure business climate
sand betterguarantee the contmu.'ry of foreign capital investment.
For. rhrs purpose, the. government amends.ihe regulation.con-
~=Cerming share ownersh.'p in companies established under: foreign
...capital investrpent. - This study proved.that the: regulations tends
. more liberal.and. affracﬂve for.the foreign investors:  These poli-
-cles.intensely. raise the.amount.of. foreign direct investment ap-

plications since 1990s. However, rhe realfzatfon is less than the

\approved pijeCf MA. . WASPAL - :

A Latar Belakang Permasalahan : :
-+ Sejak berdakunya UU No. 1. tahun 1967 ’fentang Penanaman
Modal Asing {LN. No.; 1tahun196? TEN. No. 2818), Pemerintah
Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan Peraturan Pemerin-
- 1ah(PP).yang mengaturtentang Persyaratan Pemilikan Saham
+. dalam Perusahaan .Penanaman-Modal Asing. Kebijaksanaan
-lersebut merupakan:salah satu upaya yuridis pemerintah untuk
menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor
asing, dalam rangka menarik investor asing untuk menanamkan
modainya secara fangsung (direct invesirment) di Indonesia.

'} Ringkasan Laporan Peneltian tahun 1998
"} Asisten Penetili Muda Bidang Hukum di DPR-RL. Alumnus FH-UGM. Yogyakana.



_!nveétasi sangat penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi
= uatunegara, karena melalui kegiatan investasiinilah kekayaan
L alam yang: masrh bersurat potenseal dioiah men;ad: kekuatan__

: Selama ...embangunan Jangka Panjang Pertama (PJPI},
ersama masyarakat ielah berhasil menaikan
end: atan hasional yang dlukurdengan produk domestik bruto
; “‘(PDB)Tul Menurut keterangan pemerintah di Dewan Pérwakilan

““Rakyat Repubiuk!ndonesza {DPR-RI), selama PJP), PDB tumbuh
rata-rata sebesar 6,8 persen. per tahun, sedangkan dalam tahun
1994 tumbuh sebesar7, ,5%,;" " dan menurut keterangan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan/Keiua Bappenas, tingkat
pertumbuhan ekonomi tahun 1985 sebesar 8,07 persen.?

Periumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,8 persen periahun
yang dicapai bangsa Indonesia selama PJP| maupun dalam kurun
wakiu 1969 - 1994 berada pada tlngkat yang jauh'di atas per-

“tumbuhan:ekonomi dunia; Dalam wakii yang bersamaan,

- gkonomi’ dunia tumbuh rata-rata- hanya sebesar 3,4 persen per
‘tahtin: Tingkat per‘mmbuhan tersebut juga berada di aias tingkat
“pertumbuhan negara-negara maju yang tumbtih rata-rata sebesar
2,8 persen -per-iabun dan’ negara-negara berkembang vang
“tumbuhrata-rata 4,8° persen per tahun. Demiikian juga apabila
‘d:bandmgkan dengan laju pertumbuihan negara-negara
-berkembang Asia, yang iumbuh rata—rata sebesaf 6 5 parsen
“pertahuns®- -

Pada awal pembangunan sebag;an besar investasi berasai
dari sekior pemerintah, sementara investasi yang berasal dari
sektor swasta masih relatif kecil. Dalam tahun terakhir Repefita
li peranan investasi pemerintah terhadap total investasi mencapai
sekitar 54 persen, sedangkan peranan investasi swasta sekitar
46 persen. Sementara dalam {ahun terakhir' Repelifa V peranan

‘investasi pemeriniah menurun menjadi ‘sekitar 25 persen,
' 'sedangkan lnvestas; swasta memngkat menjadi sekltar 75
“persen, Y
wn - Bejalan dengan pertumbuhan dan’ perkembangan
- 'pembangunan bidang ekonomi; pemerintah terus melakukan
- pefubahan-perubahan terhadap keteniuan hukum di bidang

1) Notia Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/
1847, hal. 4

2) Hanan Umum Kompas, 30 April 1998,

3) APBN, Loc.Cit,. him. 4

4y Ibid, hal. 9



. Investasi khususnya investas asing, Untuk itu, berbagai peraturan

. perundang-undangan dikeluarkan untuk ‘melengkapi” UUNO. 1

. tahun 1967, baik dalam bentuk undang-undang yang merubah
ntahsebagai peraturan’

 pelaksanaan dari UU tentang PMA. - S e
i antara substansi yang diatur.dalam berbagai peraturan

ér_}wzd_dangan_.térs_'éb_!ﬁ_f;sa;%_ah'[SZa.tu.%masa?a_h-'penting_.y_alng

o __maupun dalam bentuk peraturan pemeri

_perundang-undangan te salahsatum
diaturadalah mengenaj ersyaratan pemilikan saham khususnya
ak ¢ M perusahaan PMA. Ketentuan tentang

ndangan di bawah'ini: -

& 7/ UndangUndangNo’E tahun
. Asing (LN 1967, No. 1; TLN 2818). -

.2 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1 992, tentang

~.Persyaratan Pemilikan' Saham -dalam Perusahaan
. -Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara 11892, No: 36:
¢+ Tambahan Lembaran Negara No. 3476 ). . = . ... .-
- 3. Peraturan Pemeriniah No 7 tahun 1993, tentang Perubahan
- ..Peraturan PemerintahiNO. 17 tahun 1992, fentang Persyara
tan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Modal Aging (LN
1993 No.9; TLN 3513 ).
4. Peraturan Pemerintah NO. 50 tahun 1993, ientang Persya-
12+ Taian.Pemilikan-Saham Dalam Perusahaan Penanaman
.o n:Modal Asing (LN. 1993 No. 83; TLN No.3537). - -+
5. . Peraiuran-Pemerintah. Republik Indonesia- No. 20 Tahun
+.1994, tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang
« .- Didirkan Dalam Rangka Penanarnan Modal Asing.(LN..1994
No. 28, TLN. 3552). 0 v o

-+ Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah, pertama
-menyangkut aspek yuridis normati, yaitu bagaimanakah perubahan-
_perubahan yang terjadi dari-:PP.No. 17.tahun 1990 sampai dengan
~PP. No. 20-fahun 18942 Permasalahan kedua adalah menyangkut
:aspek yuridis. empiris, yaitu ‘bagaimanakah perkembangan jumlah
-investasi PMA dalam periode sejak dikeluarkannya PP No. 17 tahun
1990 sampai berlakunya PP:.No.20tahun 19947, . .. . ..

. Tujuah Pe_nelig‘ian e R
- Penelitian ini berujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk
perubahan tentang persyaratan pemilikan saham dalam Perusahaan

engalami perubahan struktumya . . -

1 és?ft'érﬂxtan.g_ Penanaman Modal



PMA serta implikasinya dan menggambarkan ieniang perkembangan,
: _.--jumlah mvestas; as;ng F’MA seIama beriakunya PP tersebut

-D.-;:;.Kegunaan Penehﬂan B i R
Dalam penelitian ini akan d|temu§<an beberapa data tentang
:.'permasaiahan permasaiahan hukum terutama dalam perkembangan
‘“penanaman’ ‘modalk: asing di- Indonésia. Temuan-temuan ini akan
“berguna bagi- pengembangan M hukum dan kegunaan praktis
“isebagai stiatu bentuk'evaluasi: terhadap produks produk hukumyang’
dikeluarkan: Evaluas :
© peraturan perundang- U ngan khustisnya yang ‘berkaitan dengan
EﬂVESLaS[ as;ng dl Endonesua untuk masa yang akan daiang

= Metode Penehi‘:an : - : T
+ o Peneliiian ink merupakan peneiit an yurldls normatsf dan empiris.
Penelitian yuridis normatif: dliakukan untuk menganahsls
“kecenderungan peribahan-perubahan yang terjadi dalam setiap PP.

Sedangkan penelitian yuridis empiris dimakstdkan uhtuk melakukan
anaiisis“terhadap-bagaimana pengaruh dari kebijaksanaan yang
dituangkan datam masing-masing PP terhadap perkembangan jumlah
“investasi asing PMA dilndonesia:: o

-+ Data yang dipertukan dalam penelitian’ ini ‘adalah peraturan
-perundang-undangan, khususnya UU No.1 tahun 1967, tentang
PenanamanModal Asing dan beberapa Pératuran Pemerintah yang
rmengatur tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan
PMA. Di samping peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga
“:membuituhkan data dari berbagai-literatur ‘atau pustaka mengenai
peranan investasi asing dan implikasi ydridisnya.

Untuk melengkapi penelitian yuridis normatif, perlu melakukan -
penelitian lapangan, 'yaitu untik mendapatkan data tentang
perkembangan investasi asing sejak tahun 1967 sampai jumlah
terakhir, yaitu 15 Juli 1986, Penelitian lapangan juga dimaksudkan
untuk mendapat data atau informasi tentang fakior-faktor non yurldis

“yang turut ‘mempengaruhi-investasi asing di Indonesia. Untuk
‘mendapat data empiris ini, penelitt melakukan wawancara dengan
beberapa informan yang dianggap mempunyai perhatian terhadap
masalah investasi , yaitu pgjabat di Badan Koordinasi Penanaman
Modal Bepublik indonesia dan anggota DPR-RI, khususnya‘anggota
komisi- VI ‘atau manian anggota komisi V§ ya:tu komisi yang
membidangi masalah invesiasi:

ini:akan bermanfaat: dalam penyusuﬂan.j a



1. Peraturan Perundang-undangan PMA = =~ S
7 Peraturan Pertindang-undangan yang dimaksudKan dalam pene-
litian -1 in '

ng.dan Péraiuran Pemeriniah

atan’ mifikan ;Sé’h’a’@_' dalam

L g ni.adalah: Undang=Ur
. yang mengatur tentang Persy

EPMAyang dimaksudkan dalam penélitian ini adalah PMA langung
 Seperfi yang dirumuskan dalam . Pasal 1 UU No. Titahun 1967,
- yaitu: Penanaman modal asing secara langsung vang dilakukan
“# menurut atau berdasarkan keteniuan-keienitian Undang-Undang
~di'indonesia, dalam ai '_t_'j_éhwa-‘pemiiikf--médai-‘éé@:&ﬁai‘iahgsung
menanggung risiko dari perianaman modal tersebut,

-'f::__;?.':-e'Eenénéméﬁﬁ*?Qa -ﬁ_Sing'-(FMé)f*“'3”'" B AR e

i Modal asing yang dimaksudkan dalam pénelitian ini adalah:
©ia, alatpembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian
i dari kekayaan devisa indonesia, yang dengan persetujuan
" Pemerintah digunakan ‘untuk pembiayaan perusahaan di

Indonesia; = =« ;

woibe alat-alat untuk perusahaan, iermasuk penemuan-pensrmiuan

*** baru'milik orang ‘asing dan bahan-bahan, yang dimasukan

- dariluaf ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut
“-tidak dibiayai dari kekayaﬁah"dé'\;f'ié'a""tnd_cj_ne,s'i_a',‘j Y

“c. ibagian dari hasil Pperusahaan varig berdasarkan undang-

- undangini perkenankan ditransfer; tetapi dipergunakan untuk
~:membiayai perusahaan Indonesia.

* Komposisi jumlah modal asing dalam suatu PMA ditentukan

-olehjumlah saham yang dimiiiki-oleh pihak asing. Oleh karena

itu modal ‘asing dajam’ penelitian ini secara operasional

tercermin dalam komposisi saham asing dalam suatu
- perusahaan PMA: + doia e s T T

G. Tipjavan Pustaka feniang Peranan Investasi Asing dan Implikasi
.yuridisnya ST el T i
Meier (1964) seperti yang dikutip oleh Sumantoro dalam membahas
masalah pembangunan menyimpuikan bahwa strategi dasar
pembangunan yang komprehensif minimal mencakup pokok-pokok
sebagai berikut: . :

a. Tujuan dan target umum terutama dalam peningkatan
pendapatan nasional dan peningkatan lapangan kerja.



b. _Program Investasi. Pemersn’tah untuk sektor.
untuk proyek proyek prasarana

. investasi swasta nasaonal danasing.= ¢ o
2. Program Koordmasl untuk memb;ayal mvestasr swasta ierma-
suk. anggaran negara ‘dan bantuan luar negeri.

. Keb;;aksanaan untu_k :memngkaikan keiembagaan pem-

... meme ntengkan faiﬁo "m_veszam dalam proses pembangunan
" khususnya bagi hegara-negara berkembang. . -

Permasajahan dan kendala umum yang dlhadapl oleh
negara-negara berkembang dalam kegiatan investasi:adalah
- kekurangan modal. Untuk mengatast: k@kurangan modal dalam
ooneger, negara—negara berkembang berusaha uniuk menarik
.. .+ - investor asing. Dengan kebijaksanaan ini, kekayaan alam yang
* . masihpotensial di suatu negara dapat diolah oleh mvestor asing

- menjad kekuatan ekonormi riil suatu bangsa., - :
...~ Mengenai aliran modal ini, Kenichi Ohmae dalam bukunya
... The End of National. State, 1995, mengatakan bahwa terminologi
e negara kebangsaan sudah tidak berlaku lagi dalam bidang ekono-
" mi, karena 4 fakior peniing dalam aktivitas ekonomidunia telah
o menggiobai 8. Keempatfakior dominan dalam akiivitas ekonomi

. yang dikenal dengan “4.is” tersebut adalah: Investasi, Indusri,
Informasi dan Individu sebagau konsumen. Negara-negara maju
... mengalami kelebihan dana, oleh karena itu dana-dana tersebut
,dsahrkan ke.negara-negara lain-yang membuiuhkannya. Dalam
~hal ini kebijaksanaan.invesiasi sudah tidak mengenal batas
_ geograﬁs negara nasional lagi. :

Negara-negara yang sebelumnya: menganut ekonem| fertuiup
seperti RRC dan Vietnam termasuk beberapa negara yang
~.melakukan perubahan dalam kebijaksanaan investasi:asing, -
misalnya ketentuan 100 % modal asing. Dan ketentuan ini dike-
_Juarkan sebelum, indonesia melakukan perubahan-perubahan
' _'terhadap kebqaksanaamkebqaksnaan komposzsi modal as;ngnya

5) Sumantoro, Peranan Perusahaan Multmasaonl ds Negara Berkembang dan !mphkasmya di Incione
sia, Alumini, Bandung, 1983, hat. 15 "%

8) Kenichi Olmag, The End of The Nation Stale, The Rice of Regional Economics, The Free Press,
New York, 1885, hal. VIl - X,



~dalam. be
dikeluarkan.” i
. Teori dan perkembangan akiivitas dunia sepe

l?m_.:_:'b._ér.bag_ai ‘peraturan peru ndang-undangan vang

mana pun sulit dihindarkan, bahkan setiap.negara-negara ber-
kembang berlomba-lomba untuk menarik minat investor-asing.
HKecenderungan terssbutdi atas membawa implikasiyuridis, yaitu
gaimana politik hukum. nasional suatu:bangsa khususnya
engantisipasi pembangunan ekonomi khususnya
_Investasi asing.Peran peraturan. perundang- _
pembangunan nasional mempunyai kaitan yang erat
1N tujuan fung ukum. Tujuan pokok hukum adalah
. xmenciptakan ketertiban: dan keseimbangan, Dalam. mencapai
« . tujuannya itu hukum bertugas membagt hak dan kewajiban antar
- perorangan di. dalam masyarakat, ‘membagi wewenang dan
- mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara
... kepastian hulk m.% Dengan.demikian, salah satu tujuan utama
. dari.adannya peraturan perundang-undangan di bidang PMA
- adalah: untuk mengciptakan kepastian hukum dalam ‘bidang
~investasi di-Indonesia. Berkaitan dengan kepastian hukum ini,
Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan pokok dan
pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban
intini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu ‘masyarakat
manusia yang teratur.? e Y
- Selanjutnya Mochtar: Kusumaatmadja “bérpendapat bahwa
peran hukum sebatas mericipiakanketertiban merupakan peran
yang tradisional. Qleh karena itu, hukum dapat digunakan
-.sebagai'éla‘:'unfuk"m_ewu,iudkan'pérubahén'-'pe;"hbaﬁan di bidang
- sosial, yang berpangkal: pada istilah “Law as 100! of Social
- =Engineering” yang dicetuskan oleh R, Pound: Peraf hikum yang
“menonjolsebagai ‘alat perubahan sosial, akan cenderung
“melahirkan tipe hukum yang oleh Philippe Nonét disebut sebagai

- hukum yang.responsifi® = - - .
 'Dari pemikiran‘tentang tujuan dan :fungs_i_ser_ia karakier

3

United Nations, National Legisiation and Regulation Retating to Transnational Coporations, Volume
VII, New York and Geaneva 1995, bal. 125 - 14a), Dapat membandingkan dengan Hukem lnvestasi
China dan Vietnars daiam terbitan PPB tersebu. . o SRR

8) Sudikno, Mertokeéhmo,-M@igenalquum, SBuatu Pengantar, Liberly, Yogyakaria, ed. Il Cet. Peama,
9} Mochiar Rusumaatmadija, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, FH
UNPAD, BANDUNG, TANPA TAHUN, HAL. 2

Philipe Monet and Philip Selznick, Law and Sociefy in Transition : Toward Responsive Law, Hamper
Torchiooks, New York, Mangarstown, San Fransisco, London, 1978, p.78).

(=]
—

angan PMA .



B hukum yang telah diuraikan di atas, maka diasumsikan bahwa
peraiuran peraturan perundang-undangan PMA khususnya yang
++ ‘mengatur téntang strukiurpermodalan dan bidang-bidang usaha

dapat sebagaj alat untuk terjadinya perubahan dz badang pem-
- .-"'bangunan ekonom| khususnya meiatun investaSt asmg d| Indone-
Hukum yang semakm responsnf ini samakan d:perlukan diera
global:sasr sepem yang diungkapkan . oleh Prof Richard C.
“Breaden bahwa pembangunan hukum suaiu negara bikansaja
:'berdasarkan kepenhngan internal ‘negara. yang. bersangkutan _
“tetapijuga karena tontutan’ kebutunan”duma secara keselur-
“han. Seian;utnya Breeden berpendapat bahwa suatu saat
e masmg masing: negara melakukan “g}@bahsasz” ierhadap

- peraiuran perundang undangamja untuk * mengikuti
o perkembangan ‘akijvitas ‘ekonomi‘dunia. Secara ‘lengkap
s pem:k:ran tersebut seperii dalam kuiipan dibawahini:

: ~The nation state and the laws it enacts have not become sudd@n%y
-+ abgolute. However, the’ globalization of the market means that the
- nation-state reform its-laws while considering not only the needs of its

-1 o companies -and- tradltaon but a!so success in the :nternanonai
. ‘market" jo. : R e

N 'W' AU,

A, Analisis YuridisNormatif terhadag:x PP No 7 ta%mn 1993 PP
_ No. 50 tahun 1993 dan PP No. 20 iahun 1884 .

p ___1,_ Perubahan yang tez‘;adl daiam PP No 7 aahwn 1393,

_ Perubahan utarma yang terjadi dalam PP.No. 7:tahun 1993

.. -yang ‘menggantikan PP _No. 17 tahun 1990 adalah

__penambahan wﬁayah berusaha dari PMA yang ‘modal

.. dasarnya dimiliki 100% oleh pihak asing..Dengan PP No. 7

ini, wilayah berusaha ditambah- dengan: wilayah baru

berdasarkan perjanjian keria sama pemerintah Rl dan

Singapura khususnya perjanjian kerja sama pengembangan
propinsi Riau.

2. Perubahan yang tes‘yadl daiam PP No 50 tahun 1983
Perubahan atau ketentuan baru yang dituangkan dalam PP
No. 50 tahun 1993 dibandingkan dengan ketentuan PP

10) RKichard C. Ereeden ‘The G!obahzarmn of Law and Business in the 1990's, Make Forest Law Re-
view, vol. 28, 1893, North Caaroline.



« 8. Lokasi. perusahaan PMA yang-didirikan dengan ‘modal
minimai-US-50. juta:dollar-Amerika Serikat ditambah

denganPropinsiNTT.dan salah satukawasan yang akan
dikembangkan dalam rang ka kerja'sama ekonomi antara
Peﬁmerjr;_ta_h_}%l dengan pemerintahnegara laln, kawasan

berikat ‘dan; berstatus Entrepo_rtf'PrOd_pksi urituk tujuan

. -8ebelumnya,.yaitu:PP. No. 7 tahin 1993 ‘adaiah sebagai

- ekspor (EPTE), S ;
b. -PMA yang seluruhnya modal. asing dapat didirikan
“denganjumlah modal minimal $:2:000.000 {didjuta doilar
-.:Amerika:Serikat). Dengan :.d_em'iki_an-:'.p'er'ub"ahan yang
- terjadi: dalam: PP Nov 26 ini adalah“dalam hal wilayah
. usahg, jumlah. minimal modal'PMA dan tambahan jenis

< usaha, yai?u_.ber_sta%us-EPTE-_-_ N g

3. Perubahan dalam PP No. 20 tahun 1094
-+ Tekad-pemerintahiIndonesia untuk menarik-minat investor,
e '%{_eh‘;udiantercermin:daiam‘-ketentuéﬁ-k'etehtuan yang diatur
« = dalam PP-No. 20 tahun-1994 Peratiiran Pémarinial tahun
. 1994 memuat beberapa perubahan mendasar, terhadap PP
10..50 tahun 1993 yaitu sebagai berikut = .. -
« .8 Tidak-ada batas minimal jumiah modal yang ditanam
#-dalam rangka PMA: - s o
F o _:.'Kegi_atan Usaha PMA dapat-berlokasidi seluruh wilayah
o ndonesiars el e e
-rc. wPerusahaan PMA patungan dapat meéiakukan kegiatan
. -~ Usaha yang tergolong penting baginegara dan menguasai
- hajat hidup rakyat banyak, yaitu pelabuhan; prodiksi dan
« o transmisi serta distribusi tenaga listrik ‘urituk umum,
- telekomunikasi, .pelayaran, ‘penerbangan, ‘air -minum,
. kereta api.umum, ‘pembangkit tenaga atom dan mass
. d.: Persyaratan.minimal modal nasional yang semula 20%
- .- dalam.usaha patungan, menurut PP No. 20 tahun 1994
S menjadi 5%)__.._ T R
&, Tidak ada ketentuan yang pasti/defenitif tentang
- pengalihan saham. Pengalihan hanya berdasarkan
.+« -perjanjian para pihak. I R
1. -Adanya ketentuan pengalhan saham datam iangkawakiu
=+ 15 tahun dalm hal PMA yang didirikan dengan modal awal
100 % modal asing. SRR




F’emmbangan pert:mbangan ini,;” membawa ‘darmpak pada,
karakter perubahan dari satu peraiuran ke peraturan lainnya. -
| .};_;Pertlmbangara pertimbangan di atas; ‘cendefung memberikan
. keleluasaan: kepada investor asing seria perhndungan hukum yang -

kdfieiusun dari ketentuan-ketentuan mengenai, periama : modal
..awal jiin PMA kea'ua strukiur modal awal-datam usaha patungan -
- pdan pengahhan saham ketfga wrfayah usaha dan keempar bzdang

© usaha. - o - e R

(etaniual .fe _ __ang‘ Madamwai n:gm PM;& LmRR \
- Apabila dalam UUPMAtIdak memberiikan batasan yang jelas,
.. tidak demikian . dengan. peratiiran pelaksanaannya Ketentuan
;i-ten‘sang modal awal: seiiap PMA yang didirikan di indoneaa
bersn‘at “Ilberaf" dengan memberlkan ker;nganan kermgan
kepada investor.. 1050 i
o PP No.AT4ahun 1992 memhenkan t:ga kemungkinan, yaitu:
N modal awal US $.1.000.000 { satu juta dollar Amérika Serikat),
.. US:$:250.000 (dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat)
dengan syarat térientu dan ketiga adalah US $ 50.060.000 (lima
puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk modal penuh.
... Ketentuaan PR.-No. 17 tahun 1992 kemudian diparbaruhi
dengan PP No. 7 tahun 1893. Keleluasaan yang diberikan kepada
-..investor.asing.dengan persyaratan modal yang sama PMA dapat
dirikan pada lokasi yang lebih luas. Perubahan yang terjadi
- mengenai -modal awal PMA kemudian terjadi pada PP No. 50/
.93, vaitu: pertama: dengan modal yang sama dengan ketentuan
.. dalam PP.No.7 iahun 1993 suatu PMA vang seratus persen asing
.dapat melakukan pilihan wilayah investasi yanglebih luas, vaitu
. ditambah dengankawasan berikat dan kawasan-kawasan lainnya
- hasil perjanjian kerja-sama dengan pemerintah negara lain.
Kedua: dalam PP No. 50 ini dimungkinkan investasi asing PMA
yang semuanya modal asing dengan modal awal US $ 2.000.000
(dua juta dollar Amerika Serikat). ini-ariinya persyaratan jumlah
modal awal lebih ringan kalau dibandingkan dengan persyaratan
sebelumnya yang berjumlah minimal US$ 50 OOO 0{10 {lima puluh
juta dollar Amerika Serikat).

Perubahan selanjutnya yang menunjukan safat fiberal adalah
ketentuan dalam PP No. 20 tahun 1994, yang tidak menetapkan
batas minimal jumilah modal bagi PMA. Batas minimal ditentukan
oleh kelayakan usaha. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari

lebih memadai bagi mereka. Secara spesmk kecenderungan inidapat -



_;__keteniuan sebelumnya yaitu dai_ar_n_PP No.__so tahun 1983.

_PP No, 17 tahun’ _992 menet pkan 20
.. nasional dalam perusahaan P ' |

bentuk usaha patungan Jumlah tersebut akan d;tmgkaikan
menjadi minjmal 51 %o seieiah dalam 20 12hun seteiah berproduksi
komersial. Dalam p@rkembangan selanjutnya, ketentuan syarat
minimal 20 % modal nasional itu, 'diganti dengan keteniuan baru,

. ..yaitu dalam PP No, 20 tahun 1994 datetapkan menjadl minimal 5

'_=__dengan ketentuan tentang ;umlah

i % modal nasional. K@ientuan 5% modal nasional ini tidak diikuti
_:-prosentaSI pengaizhan

'saham ke peserta Indonesna :
' Untuk PMA yang modai awafnya 100 % modal asmg, BE

" No.'17 tahun 1992, PP No. 7 tahun 1993 dan P No. 50 tahun
. .1893 meneiapkan kewajiban uniuk. mengailhkan mtnlmal 20 %
> sahamnya dalam wakiu 20tahun setelah berprodukm komersial.

Keoenderungan yang mengarah ke iklim yang lebih bersifat lib-
.eral setelah dalam PP No. 20 tidak menetapkan Jjumlah saham

\ _yang harus. dlailhkan karena hanya menentukan. bahwa dalam

- ' Tentang Wﬂayah Usaha

__:': '; ‘waktu 15 tahun setelah berproduks; komersial plhak asing menjual
: "sebaglan sahamnya kepada peserta indones:a

_ Adaindikasi kelonggafahqkepada plhak F’MA dalam melaku-
' kan p:hhaﬂ ’terhadap lokasi usaha., Kecenderungan tersebut

“adalah sebagai berikut: Apabila_ dalam PP No. 17 tahun 1992
. .adaindikasi pembatasan terhadap lokasi usaha, melalui PP No.

7. tahun 1993, pemersntah membenkan keionggaran dengan
.memberskan tambahan wulayah usaha, yaitu Propinsi NTT di
“Witayah lndonesua bagian Timur dan wilayah di Propinsi Riau
berdasarkan perjanjian. kerja sama. dengan pfhak Pemerintah
._Smgapura Kelonggaran’ w;?ayah usaha PMA kemudian



embangkan daiam PP.No: _50”tahun___1993 yang menambah
wilayah usaha denga san berikat dan kawasan
rdasarkan per;anpan kerja sama’ dengan negara Iam Arinya
Eeblh Euas karena tidak saja‘t rbatas pada perjanjlan dengan
saftl negara yaitu Singapura tetapi dengan negara negara ialn
_ __-_yang tidak ditentukan batas jumlahnya. - " -
% Dengan dikefuarkannya PP No. 20 ‘zahu_"h“§994 kecencie~
: rungan semakin. Ionggamya pahhan PM radap wilayah usaha,
lan aak tersebut ditentukan bahwa wilayah usaha PMA -
_"'ka uniuk'seluruh w;fayah indoness_ '
hwa jika dalam wilayah tersebut terdapat kawasan berikat,

-kawasan berikat itulah yang diutamalkan. Melihat perkembangan
- 'fketemuan tentang w;!ayah usaha tersebut di a’ias dapat diambil
- ‘suaty penﬂaaan bahwa ketentuan- _keten‘ruan yang dikeluarkan
”__.cenderung memberikan keleluasaan kepada PMA untuk
. melaku an p:!ahan terhadap lokaSI u'saha Lo

d Te an "Brdang Usaha
U Pada prms:pnya kebuakan pemerantah Indones;a dalam hal
e 'b:dang “bidang investasi ini secard rinci dltuangkan dalam Daftar
“‘Negatif Tnvestasi. Dalam panei;ttan ini, daftar nega‘s:f investasi
~ tidak menjadi obyek penelitian, karena pada prinsipnya, daftar
e _’negain‘ investasi tetap berada di dalam kerangka bidang-bidang
~ “usaha yang terbuka dan tertutup bagl ‘PMA. Oleh karena itu,
“ “analisis mengenai bndang usaha ini, difokuskan pada bidang-
'bidang usaha yang diatur dalam UUPMA dan Peraturan
Pemermtah (PP) sebagan peiaksanaannya _ '
Y- “UUPMA™ meneniukan bahwa bldang usaha yang
§ fmenyangkut kepentingan tertutup-bagi PMA penuh, Dalam PP
“"No. 17 tahun 1992, PP No. 7 tahun 1993, PF’ No. 50 tahun 1883
filosofi dari ketentuan tersebut masih di pegang teguh sehingga
masih bersifat restrikiif. Namun, dengan dikeluarkannya PP No.
20 tahun 1994, filosofi tersebut’ mengaiaml perubahan. Secara
f formal’ PP No. 20 tahun 1994 dengan tegas meneniukan bahwa
-~ “terbuka kesampatan bag; PMA paiungan untuk melakukan
_ j"mvestas: dalam b:dang bidang usaha yang menyangkut kepen-
"tmgan rakyat banyak yaitu: peiabuhan produksadan transmisi
" serta distribusi tenaga Eistrik untuk umum, telekomunikasi,
~ ‘pelayaran, penerbangan air minum, kereta api umum,
'pembangkftan tenaga atom dan mass media.
"' Secara sepintas memang ketentuan Pasal 5 PP No. 20 tahun
1994 tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 6

lengan ketentuan .



oleh karena pengerfian PMA patungan menurut PP No.
11994 telah bergeser hampir mendekati pengertian PMA

enuh’dalam UUPMA tahtn 1967, n:kata lain, karena

4 maka perbedaan bidang tsaha yang terbuka

gan dah

PMA penth hampir tidak berartf pula.
‘mengindikasikan adanya suaty
i_{_epgda iklim yang

raturan perundang-

.. pengaturan yang mengarah.
" Iebihliberal apabila dibandingkan dengan p |
£ ‘undangan sebelumnyz kiim'yang lebih bebas ini memberikan

Peluang yang lebih besar kepada investor asing untuk melakukan
pilihan terhadap bidang-bidang yang lebih menguntungkan bag

*Analisis yuridis empiris ini dimaskudkan untuk melihat bagaimana
~‘pengaruh deregulasi terhadap ketentuan persyaratan pemilikan
saham PMA terhadap perkembangan investasi di Indonesia.

B. “ Analisis Yundis Empms terhadap Perkembangan Invesiasi PIMA

1. Data tentang Perkembangan Volume Investasi Asing di

* Data tentang perkembangan investasi asing yang diperoleh dari

'~ “"Badan Koordinasi Pénanaman Modal (BKPM) 'dibagi dalam 3

“periode, yaitu pertama: periode bulan Juli 1996, Kedua, periode

_tahun 1996, yaitu dari bulan Janiaif sampai dengan tanggal 15

- Juli 1996, dan ketiga adalah jumiah proyek kumuilatif dari tahun
1967 sampai dengan bulan Jufi 1996

1. Pericde buian Juii 1996 (s/d tanggal 15 Juli)

Dalam bulan  Juli 1996 jumiah proyek PMA yang disetuju
_Sebanyak 65 proyek dengan nilai investasi sebesar US § 1,5
“milyar dengan 'r:eriéan'a‘p‘enyefépazﬁ"'teﬁaga kerja Indonesia
, Sebanyak 17.142 orang. Jumiah.proyek PMA dalam bulan
“Juli 1996 vang berorientasi ekspor adalah sebanyak 26

. 'proyek dengan perkiraan ekspor senilai US'$ 303,6 juta/
*‘tahun.” Gambaran lengkap ‘tentang jumlah proyek PMA
' periode bulan Juli 1996 dapat dilipat dalam lampiran IA,

11} Dél&_‘i gérse?_:ut diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal {BKPM) dalam penelitian lapangan
yang dilakukan pada tanggal 26 Agustas 1996. Data yang diperoleh marupakan data paling akhir,
yaitu sampai tanggal 15 Juli 1996,




2. Periode tahun 1996 (s/d 15 Ju!:) :

S Minat investasi PMA secara kumulatn‘ dalam tahun1996
_"_(s/d 15 Juis) sebanyak 611 proyek dengan nilai. mvestass
"'sebesar Uss 21,5 mnlyar dengan rencana. _penyerapan
: a indonesia sebanyak 224,126 orang Apabila
_ "_dsbandmgkan dengan penocie yang sama dalam tahun 1995,
'“‘maka terjadi penmgkatan ;umtah proyek 36,1 % dan
yenurtinan pada nilai investast sebesar 18,9 % sedangkan
. “rencana penyerapan tenaga kerja meningkat 6,3 %.

d "Gambaran lengkap mengenaj. mvestas: asmg p@nod@ 1996

dapatdf!zhaf dalam lamprran IA BN Y - ox

e Bldang usaha yang menonjof -
© " "Adapun bidang usaha yang banyak dtmmati PMA
berdasarkan jumlah proyek yang disetujui adalah: Jasa
. leinnya, Industri Barang Logam, Industri Kimia, Perda-
" gangan, dan Bangunan.. Gambaran !engkap tentang
Wl ] usaha yang menonjoi dapat d:hhat daiam Iampfran fIA.

b. Persebaran !okas:

... Dilihat dari penyebaran lokasinya proyek-proyek PMA
masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 53,1
% dari nilai investasi. Namun demikian, d:bandmgkan
" dengan tahun 1995 (68,8 %) minat PMA mulai bergeser
" ke luar puiau Jawa. Demikian juga penyebaran proyek
© ke KTt pada tahun 1996 mengaiam: peningkatan menjadi
) f30 8 % dan mEan investasi apabila d;bandmgkan dengan
‘tahtin 1995 sebésar 16,8.%. Gambaran yang. lengkap
tentang persebaran lokasi PMA o’apat difihat dalam

_Iamp;ran il . b e

© 3. Perkembangan Mmat PMA secara kumufat:f tahun 1967
T s/d 16 Juli 1996 :

:Jumiah proyek | F-‘MA yang telah drsetu;w sejaktahun 1967 s/

- di5 Jul: 1996 adalah sebanyak 4.519 proyek, dengan
rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak
2.687.302 orang. Gambaran ientang investasi Kumulatif
' sejak tahun 1967-1996 dapat dilihat dalam Lampiran IA, IB
dan IC).

" Daridata perkembangan investasi asing tersebut di atas, baik -
+ dari jumiah investasi, lokasi dan sekior maka terlihat bahwa



nya PP No. 17 Tahun 1992 telah terjadi
stasi asing yang dimulai dari tahun
P:No. 17 tahun ‘1992 yang
ntang str odalan PMA lebih bersifat
gminat investasiasing; karena adanya peningkatan
1988-1992 menunjukan adanya fakior lain sebagai

ir mencapai 50 %.
erjadi pada tahun 1995-19gs,
n adanya kebijakan yang lebih
0.tahun 1994. Seperti yang telah
las seb va, bahwa PP No." 20 tahun 1994
- memberikan peluang adanya PMA 100 % tian juga semakin
" terbukanya bidang tisaha dan kawagan vang boleh dimasuki

gkatan'y c
itu bertepatan denga

terbika dalerm PP-
diulas sebelumnya,

Sejak PP No. 20 tahtn 1994 ditrbitkan, miriat investasi PMA

meningkat, yaitu sampai dengan 15 Juli 1 998 telah mencapai
1.732 proyek dengan nifai investasiku rang lebih US$ 83;8 milyar,
Dari proyek-proyek PMA di atas, terdapat 663 proyek (38,3 %)
 yang kepemilikannya 100 % asing dengan nilai investasi 33,4
- milyar. Bidang usaha yang banyak diminat berdasarkan jumlah
oyek adalahtindustri logam, jasa lainnya, perdagangan, industri

" Kirnia dan induistri tekstil. Gambaran lengkap tentang proyek PMA
| 100%ini dpat dilhat dalam fampiran 1A dan 16,

B.  Falior-faktor yang Mempengaruhi lklim}nvéétas'iAs'i;?g &
"~ Pengalaman dati RRC dan Vietnam yang telah lebih dahulu
~ melakukan “politik pintu ferbuka” dalam PMA menunjukan bahwa
ketentuan 100% modal asing fidak menjamin minat investor asing
untuk menanamkan modalnya. Vietnam ‘misalnya, ternyata pertim-
bangan politik, yaitu kekuatiran investor asing akan menjadi negara
“sosialis mertpakan kendala bagi investor. Sementara China_tidak
memiliki ‘sistem ‘administrasi, -hukum, tenaga ahli dan sarana

~ penunjang yang baik.'? o _

' "Bagi Indonesia, beberapa fakior yang turut serta dalam
menentukan iklim investasi asing adalah fakior stabilitas politik,
potensi sumber daya alam yang melimpah, dan tenaga kerja yang

12) Bisnis Indonssia, 3/6/1534



._.murah.dan melimpah. Namun, pada sisi lain, .potensi.yang menjadi
i da[an ;tu kemudlan terbentur dengan kendala lain sepem mef;ssensx

4__aiam hai peruman mssalnya peruman dt bldang PMA harus
] apatkan uln dari Presiden dengan harus. melalui prosedur yang
'mei:bétkan 8 instansi: Mendagri, Menteriyang membina bidang usaha
enanaman modat yang bersangkutan Menteri Keuangan Gubemur_

\ : y
; _(3) .,Keputusan Menten'Negara Penggerak Dana Envesta31/Ketua
B adan Koordinasi Penanam Modal-No: 15/8K/1993 Sementara
..}_sebaga: perbandmgan di Cina. menurut, keterangan Dr. Rizal Ramii
:;,f_proses perijinan membutuhkan wakiu paling lama 2 minggu. Dan
. investasi sampai dengan US $ 25 ;uta cukup dipuiuskan oleh wali
‘kota setempat.’®
Selanjuinya, dari hasil wawancara dengan anggota DPR dan
staf hukum dan hubungan masyarakat. BKPM diperoieh data atau
finfo;masx mengenai fakior-faktor yang mempengaruhu investasiasing
'___ds lndonesaa Responden sangat optimis.dengan. keungguian kita
di b:dang stabxlltas pottt:k dibandingkan dengan. Cma dan Vietnam.
_ "___Responden juga -melihat_beberapa, faktor yang kurang
.. menguntungkan bagl indone31a dalam menarik minat investor asing,
. yaitu masalah infra sirukiur Banyak mvestor asing yang berminat,
. tetapi. kelemahan di bidang infra strukiur ini menjadi penghambat.
Sebagai contoh menuruinya, bahwa kita masih menghadapi kendala
kekurangan fasilitas telepon dan listrik. Sebenarnya fasifitas yang
memadai tersedia di kawasan Industri aiau kawasan berikat. Tetapi.
uniuk’ menggunakan tasilitas kawasan tersebut tidak mudah karena
. harganya mahal, sehingga. kadang -kadang pengusaha justru mencari
_lokasi Jain yang barangkali relatif lebih murah. 19
' Salah seorang anggota Komist VI DPR dari fraksi ABHI lebsh
menyorot: fakior insentif perpa]akan Menuru%nya, kebijaksanaan Tax
. Holrday yang. diterapkan oleh pemerintah saat ini adalah tepat ¢ dan
~ DPR secara. Iembaga sudah sejak lama menghlmbau hal tersebut.
Anggota Komisi V1 ini menekankan perlunya insentif perpajakan yang
_khusus diberikan kepada investor asing. yang melakukan investasi
' di Kawasan Timur Indonesia.™ .

13) Businass News, 4 Juni 1924
14) Wawancara dengan Sulaiman Syaeful, 1gl. 26 Agustus 1996 di Bagian Hukum BKPM.
15) Wawancara dengan M. Situmorang, anggota Komisi V1 OPR-RI, pada tangal 26 Agustus 1938.



o _"B'eb:e'ﬁab:a fak’cd; peh;'i.g_é'_igi_r}nya."y':_'a_ng__pgriu__dipg_fhaﬁilggﬁ dalam

- . N NSt Sy LR ;

- Investor, bukan saja di bidang fiskal (pajak) tetapi juga di bidang

. moneter, seperti suku bunga uang misalnya. Tetapi faktor yang sangat
penting menurut anggota DPHA ini adalah masalah sistem. Kelemahan
kita adalah bahwa kita belum mampu menciptakan suatu sistemn
hukum maupun perekonomian yang ‘menarilk bagi invesior asing.
Salah satu fakior yang diperhitungkan oleh investor asing adalah
masalah sistem yang pasti. Belum terciptanya suatu sistem ini yang
menimbulkan keraguan pada investor ‘asing, bahkan dapat
membatalkan realisasi investasi vang telah mendapatkan
persetujuan, seperti dalam lampiran IV, Pemikiran sektoral dari.
masing-masing departemen perlu dihindari dan fiin PMA tidak harus’
oleh Presiden untuk menciptakan efisiensi berusaha di Indonesia.
Kata kunci yang ditekankan oleh anggota DPR Ri dari F-KP ini adalah
masalah efisiensi, Pemerintah perfu menciptakan sistem vang .
menunjang efisiensi berusaha, Beban yang selalu ditakuti oleh in-
vestorasing antara lain adalah pungutan-pungutan seperti pungutan
untuk biaya kegiatan organisasi politik.'®

0. PENUTUP

Penelitian 'tentang perkembangan perundang-undangan PMA,
khususnya yang mengaiur tentang Persyaratan Pemilikan Saham
dalam Perusahaan PMA serta pengaruhnya terhadap investasi asing
menunjukan hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama : Pertimbangan
demi menarik investor asing mempengaruhi karakter peraturan
perundang-undangan di bidang PMA, vaitu cenderung bersifat lib-
eral dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi.
Kedua: Sejak dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang

16) Wawancara dengzn Tadjoedin Nursaid, Anggota Komisi APBN dan Mantan Kormisi VI DPR-RY, tanggat
27 Agustus 1998,

epada . S



'engatur ientang' siruktur saham modal asmg dan b[daﬂg usaha
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19 ME? 1994 ‘!SJULI 1996

LAMPIRAN A

PERSETUJUAN PIMA: 100% ASFNG MENURUT SEKTOR

EaR Y

Total proyek = proyek baru .+ proyek alkh status
Nitai investasi tanpa.jumlah. proyek adaiah investasi perluasan
.PPNo. 20 Tahun 1994 fangal 15 Mei 1994 tentang pemt lkan saham dalam

gerusahaan yang didirikan dalam rangka PMA.

Sumber : BKPM, 1596,

NO.:" ._ SEKTOR PROYEK ey (rli;sgg%/}ri; o
: 2
| 4| PERIKANAN

'8 . _':'ZKEHUTANAN

6 'PERTAMBANGAN siir| v B8

7 | INDUSTAI MAKANAN 22 .o - 1716,033

'8 | INDUSTRI TEKSTIL... 40 579,088

9 |-INDUSTRI KAYU 28 5,908

10 |-INDUSTRI KERTAS " 12 4722,686
11 | INDUSTRI FARMASI 2 \\i{ V. 46254_ "
12 | INDUSTRI KIMIA 77 | 14836958 . |
13 | INDUSTRI MINERAL NON LOGAM {279,302
14 | INDUSTRI LOGAM DASAR' 18 .~ 1,851,205

15 | INDUSTRI BARANG LOGAM 140 © (. 2,620,362

16 | INDUSTRI LAINNYA 7 ) 00.30,990

17 | LISTRIK , GAS & AIR MINUM 2+507 11.770,125

18 | KONSTRUKSI 38 |0 174,548

19 | PERDAGANGAN 88 " 53,208

20 | HOTEL DAN RESTGRAN 15 498534 |
21 | PENGANGKUTAN 21 ). 2199937

22 | PERUMAHAN 8 o 728,724

23 | PERKANTORAN 0 ©236,904

24 | JASA LAINNYA 112 +'299,563

UTFOT AL 663 - 33.396,158

Catatan . 1. Angka total-= investasi baru +investasi.perluasan + mvestas: a m status



LAMPIRAN IIB

PEASETUJUAN PROYEK PMA 100% ASING MENURUT LOKASI

19 MEI 1994 - 15:JULI 1996

ot ) R INVESTASI -
NO.| = L LOKAST PROYEK | )5q JU?A}
1 | DKEJAKARTA - _ 219" | ©2096,284
12 | JAWABARAT . : 199 |+ B.868,114
301 : A 21 21899708 o |
4 [D YOGYAKAHTA 2 00,7120
5 | JAWATIMUR 52 6.200,3644
6 | D.LACEH 1 .. 1,852
7 | SUMATERA UTARA 10 726,125
'8 | SUMATERA BARAT - 10| 49,027
9 | RIAU 90 $ 91,471,064
10 JAMSI 1 4,681,816
11 | BENGKULU 3uib| 36,889
12 | LAMBUNG  © 2 .+ 108,575
13 | SUMATERA SELATAN 3 207,774
14 | KALRMANTAN BARAT i 147,628
15 | KALIMANTAN TIMUR 6 . 907,748
16 | KALIMANTAN TENGAH 10 e7,333
17 | KALIMANTAN SELATAN -3 © o 1.281,157
18 | SULAWESIUTARA 3" 107,091
19 | SULAWESI TENGAH B 99,626
20 | SULAWESI TENGGARA 1 : 8182
21 | SULAWES! SELATAN. 7 +.. 3,879,179
22 MALUKU ' A .. 48,160
23 { BALI 25 223,125
24 | NUSATENGGARA BAHA’E‘ 0 27,818
25 | NUSA TENGGARA TIMUR 1 41,215
26 | IRIAN JAYA 5 72,726
27 | TIMOR TIMUR 0 132,089
CTOTAL 663 133,395,158

Calatan : 1. - Angka total = investasi baru +investasi perluasan + :nvesta51 alih status

Total proyek =-proyek baru + proyek alih status

2.
3. -Nilai investasi tanpa jumiah proyek adalah investasi perluasan
4, PP No.20 Tahun 1994 tangal 15 Mei 1934 tentang pemilikan saham datam

perusahaan yang didirikan daiam rangka PMA_

Sumber : BKPM, 1596.
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LAMPIRAN 13

PENCABUTAN.’?’&MBATALAN PERSETUJUAN PHOYEK PMA
Sy MENURUT NEGARA ASAL
s 1904 1995

SN ” T R PO T
NO.. NEGARAASAL - NILAI 4 NILAIL-

1 AMERH{A SER?KAT S e "'23’1': R 00 .
2 | DENMARK . 0,0 s 0 08w
3 | PERANCIS 1 0,0 0 00

4 |BELANDA o0 ] 152 | o 0.0 ‘o

6 |INGGRIS - . w4 20587 0

7 logpang T s g0 | 4 | B

8 | KOREA SELATAN 7% 470 11,0 2 135 1

91. TAIWAN N T DHARM, SPAT T ' Y. 10
10“.:: ssNéAﬁuhA = EEE '34,% 4 167 ':'_::'
i loma Lo 0,0 e 73
12 ALSTRALIA 2 2.8 o ’ 0,0

13 LGABUNGAN NEGARA 1 34.0 2 : 14.1

JUMLAH . | @3 1795 | 16 68,2

Sumber: BKPM, 1696.



